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PEMERINTAH ·KABUPATEN SIDOARJO ' , . 

....... 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SI DOARJO 

NOMOR 9 TAHUN 2002 
TENTANG 

,. 
i 

PERSE.ROAN TERBATAS SIDOARJO MEMBANGUN 2002 

DENGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDOARJO 

\ 

... . 
h.. 

: a. Bahwa untuk mengantisipasi era ekonomi global dan 
pertumbuhan perekonomian Daerah khususnya dalam 
pengel olaan aset-aset daerah maka perlu mengatur 
wadah :hukumnya dalam bentuk Perseraan Terbatas ; 

b. Bahwa :sehubungan dengan hal tersebut diatas. maka 
dipandang , perlu untuk mendirikan Perseroan 
Terbatas Sidoarjo Membangun 2002 dan ditetapkan 
denga'l Peraturan Daerah. .' ~ 

: 1. Undang.-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas ( l embaran Negara Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perusahaan (lembaran Negara Nomor · 18, Tambahan 
lembaran Negara Nomor 3634) ; 

3. Undang~Undang Nomor 5 Tahun _ ~999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli da n Persaingan Usaha 
Tidak ; Seh~t (Lembaran Negar a Nomor 33, Tambahan 
Lemba roan Negara Nomor 3817 ) ; 

4. Undang.:..Undang Hornor 22 Ta hun 1999 tentang 
Pemeri'ntahan . Daerah (lembaran Negara Nomor 60 • 
Tambahan lembaran Negara Nomor 3839) ; 

5. Undang,-Undang Nomor 25 Tahun 1999 , tentang 
Perimoangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat 
.dan ~aerah (lembaran Negara Nomor 72, Tanrbahan 
Lembar·an Negara Nomor 3848) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang 
~ . . . 

Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (lembaran 
~ 

Negara Nomo.r 39) ; 
7. Perat.uran Pemeri ntah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan qan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (lembaran Negara Nomor 13). 

:· Dengan Pe r setuj uan . . • 
DEWAN ·~ERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

' 
M E M U T U S K A N 

• PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG 
PERSEROAK TERBATAS SIDOARJO MEMBANGUN 2002. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

f 
Dalam Peraturan Daerah ini. yang dimaksud 

dengan : 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Propinsi ; 
2. Pemerlntah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo ; 
3. Bupati'. adalah Bupati Sidoarjo ; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten .Sidoarjo ; 
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut 

Perseroan. · adalah Badan Hukum ·yang ~idirikan 

berdasarkan perjanjian. melakukan . kegiatan 
usaha ·.dengan modal dasar yang seluruhnya • terbagi 
dalam saham. dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 
tentang Perseroan Terbatas 
pelak~naannya ; 

serta peraturan 

6. Perseroan Terbatas Sidoarjo Membangun 2002 yang 
selanjutnya dapat disebut PT. SM 2002~ adalah 
Perser~an milik Pemerintah Daerah, yang modalnya 
baik seluruhnya maupun sebagian merupakan 
kekayaan Daerah yang dipisahkan ; 

7. Organ ferseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham 
Di reks.i dan Komisaris : 

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya 
disebut RUPS. adalah organ Perseroan yang 
memegang kekuasaan tertinggi dalam P,erseroan dan 
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan 
kepada Dir~ksi atau Komisaris ; 

9. Direks,i 11 adalah organ perseroan yang bertanggung­
jawab : penuh atas pengurusan perseroan untuk 
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili 
perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan 
sesuaf dengan ketentuan AnggaraQ Oasar PT. 
SIDOARJO MEMBANGUN 2002 ; 

10. Dewan Komisaris. adalah organ perseroan yang 
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan 
atau khusus serta memberikan nasehat kepada 
Di·reksi dalam menjalankan PT. SIDOARJ'O MEMBANGUN 
2002. ,; '.\ 
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BAB II 
PEND IRIAN 

Pasal 2 
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~gan · Peraturan Daerah ini ; didirikan 
1 ' 

Perseroa", Terbatas Sidoarjo Membangun 2002. ;_ 

BAB III 
AZAS. MAKSUD DAN TUJUAN 

• 
. , 

Pasal 3 ·~ 

! . 

PT. SM 2002 dalam melaksanakan usahanya 
•' 

berazask•n Demokrasi 
l 

EkonoMi yang -men~pankan 

profesio,.lis,.,. 
" , 
'-
-~ Pasal 4 

P~. SH 2002 didirikan dengarl maksud dan 
;, 

tujuan untuk membantu dan mendorong percepatan . 
pembangurian daerah serta sebagai salati satu sumber 
Pendapatci!(n D~erah dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup masyarakat. ···-~ 
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BAB IV 
BIDANG USAHA 

Pasal 5 

. ·r 
J 
d 
1'~ ~~. ;r 
~-1-
-~ 

.~ 

~' ' Uf'\tuk ~Mncapai tnaksud dan tuj uar:f sebagaintana 
dimaksud dalaa pasal 4. PT. SM 2002 melakukan usaha 
dibidang .; Kc;tntruksi. Pertanahan. , Ek~plorasi. 
Perindust;rtan . dan Perdagangan serta usaha ' lainnya, 
IIMinjalanl$an. q~endirikan atau turut mendirikjn segala 

1.--

kegiatan .~ dan usaha baik atas tanggUngan sendiri 
maupun bersa•a-sama dengan pihak lai~ betdasarkan " . ;. 

ketentuarl. perundang-undangan yang berl-ku. 
' ~ 

BAB \1 

TEMPAT KEOUOUKAN 

Pasal 6 

.( 

' ! 

'~-
';~ ' 
~-~ : 

: ~~-

,. 
-~ 

i .,. 

f 
! 

( 1) PT. · ~pt 2()02 ~ebagaimana diMaksud dalam \ pasal 2 
berk~udukan dan berkantor pusa~ di ; wilayah 
Kabu~ten ·sidoarjo ; •, 
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' (2) PT. SH 2002 dapat IIN!Ingembangkan usahanya dengan 
j 

(3) 

~nembe'ntuk Kantor-Kantor. Cabang-<;abang serta 
~ . ' 

per~~ntkilan-perwakilan di tempat-te•pat lain : 
. ' (, 

' 
;\,· .• 

PeMbentukan 
'i' . 

ayat , (2) ; 

Direksi. ' 

Kantor sebagaimana d i maks.;.d 
\:, 

ditetapkan oleh Komisaris atas 

BAB VI 
PENDIRIAN DAN PELAKSANAAH 

Pasal 7 

~ 

Pendi rian dan Pelaksanaan PT. 

dalam 
usul 

) 

sebagaim.na dimaksud dalam pasal 2. 
S" 2002 
dilakukan 

Tahun 1995 

P,eraturan 

1 • 
menurut ~ketentuan Undang-Undang Noaor ' l 
tentang l Perseroan Terbatas berikut 
pelaksa~n l•innya. { 

J 
;. 

~ BAB VII 
DE~N KOMISARIS. DIREKSI DAN KEPEGANAIAN 

' • . -

Pasal 8 

\ 

(1) Dewari Komisaris terdiri dari seor•ng Komisaris 
uta~~~a dan sebanyak-banyaknya 4 (etRpat) orang 
AngQd,ta Komisaris : 

' 

(2) Dewari Ka.isaris diangkat oleh RUPS dari 
calor1 yang diajukan pe~~tegang saham ·~ untuk 

\ 
waktu tertentu ; 

calon­
jangka 

" (3) Prost~Pur. · Persyaratan. Pengangkat.an ; Masa 

Jabat an, Tugas dan WaM~nang serta pe•~rhentian 
KomiSillris diatur dalam Anggaran Dasar. 

Pasal 9 ' 
' ./' 

;\ 

(1) PT. :~ 2002 dipimpin oleh Direksi·' yang f terdiri 
\ 

(2) 

(3) 

dari r. sea rang Oi rek.tur Utama dan •ekurang-
kura~nya 2 (dua) orang Direktur ; · 

Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang 
' 

diusulkan pemegang saham untuk jat'lgka -i. waktu 4 
.) . . . 

(emP8jt) tahun dan dapat diangkat kentbali ; 
·,, -~ 

i. ; 

• 
Prost!dur 

jabatan. 
··, 

Direksi , 

't. 
;~ 

' "· 

persyaratan. pengangkatan ~ masa 
tugas dan wewenang serta pemberhentian 

diatur dalam anggaran dasar. 

:,~· ,·I i ~ -\ 
~ . 
! 
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Pasal 10 

(1) Pegawai diangkat dan d i berhentikan oleh Direksi 
sesual dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 

$ 
berl~u ; ., 

{. 

~~ ·r. 
'i 

"r 
{ 

~ 
(2) Hak ~n kewajiban pegawai diatur oleh~ Direksi 

.~ ' 'f. 

dengan persetujuan OeNan l<omisaris'·j sesuai 
Peraturan ,Perundang-Undangan yang berlaku. 

BAB VIII -~ 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM' 

,, 
· , 

' ' 
(l) RUPS ; terdiri 

' ·· lainriya ; · 
. .t '\ 

Pasal 11 

atas RUPS tahunan 
i 
> 

dan 

(2) Direi(~i ~nyelenggarakan RUPS tahunan dan 
lainnya ; 

. 
~. j 

RUPS 

RUPS 

(3) RUPS ; diadakan sekurang- kurangnya .sekali dalam 
setatlun ; ' ' 

i' 

' '· .;, 

RUPS ':tahunan diadakan dalam waktu qaling lambat 
' 6 (enam) bulan setelah tahun buku ~rakhir ; 
,I 

(4) 

(5) 
f: 
. ' RUPS ) lainnya dapat d i adakan 

berdasarkan kebutuhan • \ . 
~ 

(6) RUPS 't dipiMpin 
Dewa~ Komisaris ; 

ole h s a l ah satu anggota 

' 
' (7) Keput;USan RUPS d i ambi l berd.asarkan atas 

musy8Narah dan mufakat dengan .a•Perhatikan 
' 

Perat~uran Perundang-undangan yang berlaku ; 

(8) Tata ~tertib penyelenggaraan RUPS d t tetapkan oleh 
RUPs •. ; dengan berpedoman pada Al10garan Oasar ,. 
PT. a,. 2002. 

. , 

BAB I X 
MODAL DAN SAHAf1 

Pasal 12 ~ 

' ' 

(1) Modal: dasar Perseroan terdi ri atas ,seluruh nilai 
nominal saham ; ~ 

~ 
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(2) Peny.rtaan Modal disetor dilakukaQ 
PeMedinta~ Kabupaten Sidoarjo dan piha~ 
dengan ketentuan bahwa sebagian . besr·· r 
kompQsisi ::modal disetor mayori tas dimil . -ki ,·. \ ~ 

oleh 
ketiga 

a tau 
oleh 

Pemefllntah Kabupaten Sidoarjo ; " " 
l• 

.' 

(3) Kete~tuan-Ketentuan mengenai 
I 
•i.' . ( permodalan 

PT. SM 2002 diatur dalam Anggaran Dasar ~ termasuk 
" ketentuan mengenai Modal dasar dan modal yang 

ditetapkari serta .adal disetor sesuaJ dengan 
·'· ' ... 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 13 ,. 
;. 

'~ l ,, 
(1) Modal- Dasar PT. SH 2002 ditetapkan. sebesar 

Rp 2 ~0oo.ooo.ooo.oo (dua milyar rupiah) \ ; 
1 
1 

(2) Modal· setor PT. SH 2002 ditetapkan sekurang-
kurangnya -. sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus 
j uta t upiah) : t 

~ 
r 

:-; 

(3) Moda~ setor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ,. 
dapat\ dl talnbah dengan keputusan Komi saris : 

~ . 
~ I 

( 4) Moda~: dasar sebagailllana d i tRaksud dalam •Y• t ( 1) 
meruJ)akan Kekayaan Daerah yang dip$sahkan ; 

~- ' ·' 
~ I 

(5) Modal' setor sebagaimana d i maksud dalam ayat (2) 

(1) 

(2) 

merupakan sebagaian modal dasar. 
<{ 

Pasal 14 

Dari · ~ jUtnlah modal dasar sebagai11ana ; di~taksud 
' ' dala'\ pasal 13 ayat (1), pemenuhan ~juml•h modal 

diset:pr yang •erupakan penyer.taan ~.. saha• 
disesuaikan dengan perat uran perurldang~undangan 

' . 
yang :berlaku ; 

.~. .. 

Hoda~ di~etor PT. SH 2002 sebagaimana dimaksud 
dala. pasal 13 ayat (2) terdiri dari Pemerintah 
KabuPa.ten Sidoarjo minimal sebeS4,r si - dan 

~ 

sisanya pihak lain. ~-

. .. 
(3) Dalam ~ngadakan perubahan modal dasar. 

·I 

Pemer.intah Kabupaten Sidoarjo selaku pentegang 
• 

saha..,j PT. SH 2002 terlebih dahulu harus ,; mendapat 
persa,:tuj-...n DPRD ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah : 

:• . 
; ~ 

-~;) 
·:t 
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~ 
' ( •) Perubahan ·IIJOdal dasar sebagaintana dimak•ud dalam 

ayat '(3) selanjutnya d i tetapkan oleh RUPS sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 15 

' (1) Saham PT ~ SM 2002 terdiri dari saham lp.layoritas 
yangpimiliki oleh Pemerintah Kabupateni Sidoarjo 
dan ~ham biasa yang dimiliki oleh :pihak ketiga; 

' (2) Bagia._n terbesar dari saham PT. SM 2002 ' dillliliki 

(3) 

oleh ·Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ; ~ 
i:. • .. 
' f 

Ketentuan sebagaiMana dimaksud dalam 
bisa ) dikecualikan apabila pentegang 
adalah P.-erintah atas persetujuan 
Kabu~ten .Sidoarjo ; 

.. 

•yat (2) 
: saha•nya 

Pemerintah 

~ 

(4) Pemenintah Kabupaten Sidoarjo ' sebagaimana 
suar• khusus dimaksud ayat (2). memiliki hak 

dalani. RUP$. 

Pasal 16 

(1) Saha• yang dikeluarkan oleh PT. sM 2002 adalah 
sa haiR; a tas nama ; 

(2) Nilai·~ noMinal sahaiR di tetapkan dalam ~. Anggaran 
! 

(3) 

'• 

Dasar:: ; 

Setiap pemegang 
i 

tunduk pada semua 
' r· 

.sah ~leh ~PS. 

~-
' 

' . 
saham. menurut ~hukum 

'· 
keputusan yang dfambil 

Pasal 17 

harus 
dengan 

KS'tentuan dan peraturan tentang . daftar 
'· 

pemegang ,~aham. pemindahtanganan saham :dan duplikat 
saham dftatur :dala• peraturan tersendiri oleh RUPS l , 

dengan M8mperhatikan peraturan peru~dang-undangan 
yang berlaku. 

BAB X 

TAtRJN BUKU • RENCANA KERJA DAN ANGGA~N 

Pasal 18 ., 

(1) Tahuti. buku PT. SM 2002 adalah tahuo tak.-in ; 

.. -·. 
}:. 

' 
tf. 
'/­
\ 
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(2) Renca:na kerja dan anggaran diajuka.n oleh Direksi 
kepada KoMisaris untuk memperoleh pengesahan ; 

I 

(3) Pengesahan rencana kerja dan : anggaran 
) , 

seba.imana dimaksud dalam ayat (2') harus 
-i .' 

dilaksana·k·an selambat-laiRbatnya l f;. (satU) bulan 
sebel:Um t8hun buku berakhir. .l 

Pasal 19 

'~ 

~­
,h 

-. ~· 

-~ 

(1) Pada J setiap tahun berakhir. di,buat laporan 
neraca keuangan ;PT. SM 2002 yang terdiri · dart 

' dan P.erhitungan laba/rugi : 
' 

;' 
(2) SelaMbat-lambatnya 5 (lilA&) bulan setel.h tahun 

; 

buku ;. berakhir PT. SM 2002 tutup b14ku. : selanjut 
nya . ,Di reksi menyusun laporan tahuna.~ untuk . 
diajukan pada RUPS. ., 

( 

BAB XI I 

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ~ 
·, 

.! 

Pasal 20 
. 

(1) Peatbagian Laba bersih PT . SM i002 i· setelah 
di po( ong Pajak di tetapkan dalam Rui;ls : , 

' . 
(2) Perubahan ., pembagian 

dalam ayat 
laba 
(1). 

~ 
bersih ; sebagai.ana 

(3) 

dimaksud 
RUPS }; 

1 

' .. 
ditet•pkan

1 
melalui 

. I 
Deviqen yang menjadi bagian Pemerintah ~abupaten 
Sid~rjo seluruhnya disetor ke ; Kas Daerah. 
kecu~~li ditentukan lain dalam RUPS ... 

., 
~ BAB XII 

: ~ ~ KERJA SAMA 
~· -~ ... ·:·· 
:~ 

Pasal 21 

Pihak 
Pt :. SM 2002 dapat melakukan kerja sama dengan 

4 
keJ•tiga. baik perseorangan .aupun Badan Hukutn 

lainnya ;dalam usaha peningk.atan modal .: management. 
profesionalisM. penyertaan saham dan lain-jain yang 
mempunyai~ ntaksud serta tujuan yang sama ditetapkan 

I 

oleh RUPS. 
" . 
r;, 

l 
·1 

-'·! 
~-

'':j 

'!i 
1 .. 

z 
J. 
I, 

"'' . .,. 
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~ 
BAB XIII 

'
' 

' 
' 

' 
. 

' 

. 

'!! 
j, 
~ 

PENG~ABUNGAN. PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN 

Pasal 22 
" ., 

'~t , '. 

Penggabungan. Peleburan dan 
I 

Pengampilalihan 
PT. SM 2002 ditetapkan oleh RUPS ; 

lj, 

Tata ~ cara penggabungan. peleburan dan 
penga~bilalihan PT. SM 2002 sebagaf mana dimaksud 

, , ' 

dala"'~ ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar. 

~ BA8 XIV 
: ~ 

~~ 
~~~ 

.: PEMBUBARAN DAN LI KUIDASI/ • 

Pasal 23 
.J' ( 

PembJ baran dan likuidasi PT. SM 20~2 
oleh iRUPS . ; 

dj.tetapkan 

' ' i 
' ~.! "~ 

Tata ' ·! cara pembubaran 
sebag~imana dimaksud 

l 

dan likuidasi PT. :i sM 2002 
dalam ayat (i) d l tuangkan 

dalam1 Anggaran Dasar. 
:; . 
" .>. li ~-~,1:.. ·\ 

" BAB XV .i 

l ' p E N u T u p 'lf 
X f.)· 
:;;.· __ " 't 

.. _·., 

.. , .... 
,i: . 

Pasal 24 . _ .• 

\{ rt .. .. ., ~~ 
\· t: 

: .. , .. , .. . ~ 
·, 

3· 

Ha[ -hal yang belum diatur dalam ., 
Daerah i ;ni. sepanjang menyangkut PT. SM 

! 

Peraturan 
2~02 akan 

ditetapk~n dalam keputus an RUPS. · 
\~ ;f 

i ~ · . Pasal 25 
... 
t 

•' j 

Pe~~turan Oaerah ini mulai berla·l<u .. ( 
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